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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  

Nomor 956/Pdt.G/2013/PA.Wtp. 

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai 

Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, 

tempat tinggal di Dusun Maduri Desa Sappe Walie 

Kecamatan ----- Kabupaten Bone, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual ikan, 

tempat tinggal di Desa Jompie Kecamatan ----- Kabupaten 

Bone, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama Watampone tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 

Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Watampone Nomor 956/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada 

tanggal 06 Desember 2009 di Kecamatan ----- Kabupaten Bone sesuai 

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/07/11/2010 yang dikeluarkan oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 

21 Desember 2009. 

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah 

membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dengan bertempat 

tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sappe Walie, Kecamatan 

Hal. 1 dan 4 Pen. No. 956/Pdt. G/2013JPA. Wtp. 

Disclaimer
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-----, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad 

Alfin bin Justang, umur 2 tahun dan anak tersebut saat inidalam asuhan 

penggugat. 

3. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat 

berstatus jejaka 

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat 

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga 

penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering 

marah meskipun hanya disebabkan persoalan sepele dan terakhir tergugat 

marah lalu menyuruh penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan 

Agama 

5.  Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Agustus 2013 

penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 

berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada 

penggugat. 

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi 

mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat 

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone. 

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka 

penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan 

putusan sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap 

penggugat (PENGGUGAT). 

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada 

Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi 

tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan 

tergugat dilangsungkan. 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Subsider: 

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Hal. 2 dan 4 Pen. No.956/Pdt.G/2013/PA.Wtp. 
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Menimbang. bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, 

Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis 

telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut 

berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya 

dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali; 

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai 

Gugat dari Penggugat tersebut; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah 

Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya 

dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya 

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan 

Nomor 956/Pdt.G/2013/PA.Wtp. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat 

telah rukun kembali; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan 

jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan 

perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 

RV; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya. 
. 
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2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 956/Pdt.G/2013/PA,Wtp dicabut; 

3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu 

rupiah). 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 

2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. H. 

Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, 

S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, 

dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat. 

Hakim Anggota I, Ketua Majelis 

ttd ttd 

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. Drs. H. Kamaluddin, S.H. 

Hakim Anggota II,  

        ttd 

Drs. M. Yahya. 

Panitera Pengganti. 

ttd 

          Haris, S.HI 

 

Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- 

2. Biaya ATK Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan Rp. 220.000,- 

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,- 

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,- 

 

Jumlah Rp. 311.000,- 

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 956/Pdt. G/2013/PA. Wtp. 
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